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ABSTRAK

(A) Nama : Dominiqy Injili E Pungus; NIM : 217221038
(B) Judul : Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang

Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015)

Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor
69/PUUXIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum
pelaksanaan perkawinan, melainkan juga setelah perkawinan berlangsung. Terjadi
perubahan pada Pasal 29 UU Perkawinan, di mana frasa baru ditambahkan yang
menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus berbentuk tertulis dan disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Sebelum putusan MK, pengesahan perjanjian
perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, pasca
putusan MK, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian
perkawinan. Masalah dalam penelitian ini adalah urgensi dari pembuatan perjanjian
perkawinan pasca Putusan MK dan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat
perjanjian dan pihak ketiga yang terlibat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan
menganalisis urgensi pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung,
sekaligus menilai perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga akibat
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Metode penelitian
yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan pemanfaatan bahan kepustakaan
sebagai data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa setelah putusan MK,
pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dibuat sebelum
perkawinan, melainkan juga dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Urgensi dari
pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan adalah terdapat risiko dari harta
bersama, keinginan dari pasangan perkawinan campuran untuk memiliki sertifikat hak
milik, serta alasan lainnya, namun karena ketidaktahuan pasangan suami istri terhadap
peraturan pembuatan perjanjian perkawinan sehingga baru membuat perjanjian
perkawinan selama perkawinan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga akibat
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dicapai melalui
pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil
atau Kantor Urusan Agama untuk memenuhi unsur publisitas dan memastikan
perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (1) UUP.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Notaris.
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ABSTRACT

(A) Name : Dominiqy Injili E. Pungus; NIM : 217221038
(B) Title : The legal force of a Marriage Agreement Made After

The Marriage Has Taken Place (Post Constitutional
Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015).

After being decided by the Constitutional Court (MK) through Decision Number
69/PUUXIII/2015, marriage agreements can not only be made at or before the marriage,
but also after the marriage takes place. There was a change in Article 29 of the Marriage
Law, where a new phrase was added stating that the marriage agreement must be in writing
and ratified by a marriage registrar or notary. Prior to the Constitutional Court's decision,
ratification of marriage agreements could only be carried out by marriage registrar
employees. However, after the Constitutional Court's decision, Notaries were also given
the authority to ratify marriage agreements. The problem in this research is the urgency of
making a marriage agreement after the Constitutional Court Decision and legal protection
for the parties making the agreement and the third parties involved. This research was
conducted to explore and analyze the urgency of making a marriage agreement during the
marriage, as well as assessing the legal protection provided to third parties as a result of
the marriage agreement made after the marriage took place. The research method applied
is normative research using library materials as secondary data. Research findings reveal
that after the Constitutional Court's decision, recording marriage agreements is no longer
limited to agreements made before the marriage, but can also be made after the marriage
takes place. The urgency of making a marriage agreement during marriage is that there is
a risk of joint property, the desire of mixed marriage couples to have a property rights
certificate, and other reasons, but because the husband and wife are not aware of the
regulations for making a marriage agreement, they only make a marriage agreement during
the marriage. Legal protection for third parties as a result of a marriage agreement made
after the marriage has taken place can be achieved through making an agreement before a
Notary who has been registered at the Civil Registry Office or Religious Affairs Office to
fulfill the element of publicity and ensure legal protection for third parties as mandated by
Article 29 paragraph ( 1) UUP.

Keywords: Marriage Agreement, Legal Protection, Third Party, Notary.
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